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PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMATIERA BARAT

PERATURAIT BT'PATI IIALMATIIRA EARAT
NOMOR I,E TAHUN 2A22

TESTAITG

PEDOMA1T PEIIGELOLAAIY BELATITJA TIDAIT TERDUGA
DI I{ABUPATTII I{ALMAI{ERA BARAT

BUPA?I HALMAHERA BARAT,

hahwa daiam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Merit*:-i
Dalam Negeri lvomor 77 Tahun 'zazo trntang pedr:rnan .I"eknis
Pengeloiaan Keuangan llaerah, khususnva mengenai Beian{a Tidak
Tercluga .vang bersurnber dari Anggaran pendapatan dan l3eianja
Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan clan akunlaLrel
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahrva berdasarkan Peratr-lran l)aerah Kabupaten Halmahera }Jarat
Nomor 2 Tahun 2a'2'2 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga lebih tertib dall
akuntabei, maka pengelolaannya perlu diatur dalam pernturan Bi_rpati;
bahwa berdasarkan pertiurbangan sebagaimana dimaksurl huruf a darr
huruf t), perlu menetapkan peraturan Buirati tentang pedornan
Pengclolaan Belanja Tidak Terduga di Kabr-ipal.en Halmahera Barat.

undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 t.entang penetap*rn unrlang-
undang Nornor 2ll Darurat Tahun 1gs7 tentang pemhentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Sq,atantra Tingkat i
Maluku men-iarli undang-undang {Lenibaran Negara RI llahun lqg5
Nornor 80, Tarnbahan Leinbaran Negala RI Nomor 16Si;
Undang-undang Nr:rnor 46 Tnhuii 1999 tentang Pembentukan Pror.insi
Maluku utara, Kabupaten EJuru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Iembaran Negara RI Tahr;rn 1999 Nornor LT4, ll'ambahan i,emhrar-arr
l\egara Ri Nomor 38q5) sebagaimana telah di ubah dalam undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000 ii,embaran Negara rtI Tahun 2000 Narnor
73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961i;
undang-undang Lromor 1 Tahun 2003 tentang Fembentukan Kabupaten
Herimahera utara, Katrupnten Halmahera selatan, Kabupaten
Kepulauan su1a, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan cli Pr-opinsi lvlaiuku utara {kmbaral Negara Repuhlik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 21, Taurtrahan l,embaran Negara Repui:rik
lncionesia Nomor a26fl;
undang-undang Nouror 77 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lelnbaga Negnra Republik Indonesia Tahun 2003 Narnor 47, Tambaiian
k:rnbaran Negara Repi:blik Indorresia l{ornor a2S6};
Lrndang-unclang l\omor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 5, TambJhan
I-embaran Negara Republik Inclonesia Nomor a3SSi;
Undang-Undang Nomol 15 1'ahun 2004 tentang Pemeriksaan llengelglaar:
dan Tanggurlg Jare,atr Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
{ndonesia ?ahm 2004 Nomor c6, Tan:bahan Lenlbaran Negara
Republik Inclonesia Nomor a3S6);
Undang-undang Ncrnor 33 Tahi-rn 2AA4 tentang Perimbangan Kelangal
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer.ah (Lernbaran Negara
Repnbiik Indonesia Tahun 2ao4 Nornor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
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8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggiulangan Bencana
(kmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor A{},
Tanrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);

E" Undang-undar:g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtrcntukan Peraturar:
Perundang-unclangan {Lembaran Negara Repubiik Inrionesia Tahun
201i l'Ioinr:r 82, Tambahan Lemtraran Negara Reputrllk lcldoncsia
Nomor l'?3a|;

X0. Undang-undang llomor 23 Tahun '2014 tent.ang Pemerintahan llaerah
{I"ernbarar Negar:a Republik indonesia Tahun '2074 Notnr:r' 244,
TamLrahan Lembaran Negara Repubtrik Inrlonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah rliubah beber:apa kali terakhir dengan Un<lang-
lJndang Nomcr 9 Tahun 2015 tentang Perpleseran Keclua A.tas Undang-
Undnng Nom.or'23 Tahun 2014 t-entang Pemerintahan Daerah
(Lerntraran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahal kmbaran Negara Republik Inrionesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pernerintah lSomor 21 Tahun 2008 tentang Feq,elenggaraan
Penanggulangan Bencana {Lernbaran Negara Republik inrlonesia'i'a}run
2008 Nomor 42);

12. Ireraturan Pemedntah Nomor 12 Tahrin '2A17 tentang PernLrinaan dnn
Pengarvasan Pen,yeler:rflgaraan Pemerintahnn I)aerah {I-emtiaran }'legara
Republik Indonesia 'tr'ahun 2A17 Nomor 73, 'Iambahiln Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60ali:

13. Peraturan Pemer:intah Nomor 12 Tahun 2019 ter:tang Pengelolean
Keuangan Daerah il,embaran Negara Rt-'puhiik Inclonesia Tahun 201{)
Nomor 42, Tambahan Lembzrran lrlegara ltepuhlik Indonesia Nomcr
6322);

14. Peraturan hlenteri llalam Negeri Nomor i20 Tahun 2018 tentang
Pembahan Atas Peraturan Merrteri llilliarn negeri Nornor 80 ll-ahun ?015
tentang Pembentukan Prudrik Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesiil Tahrin 2018 Nomor 157);

15. Peratr-rran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 t.entang Sislem
lnforrnasi Pernerintahan Daerah (Berita Negara Repuhiik Indonesia
Tahr-Ln '2079 Nornor 1114);

16. Feraturan Men{.eri Dalam Negeri ltJomor 77 Tahun 2A2O te;:tang
Pedcman Teknis Pengelolaan Keuangan I)aerah {Berita Negara Repttblik
Indonesia Tahr-in 2A2A Notnor 1781i;

17. Perati-irari Daer"ah Kabr"ipaten Halmahera l3arat Nomcr 6 Tahun 2016
tentang Pemi:rentukan dan Susunan Fer:angkat l)aerah Kabup*ter:
I{almahera Barat;

18. Peraturan Daerah Kabr-lpaten Flalmahera Barat Nornor 2 Tahun 202 i
tentang Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kabupat.en Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat
Daerah KaLrripaten Halrnahera }Sarat;

1Q. Peraturan llaerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2t]22
tentang Anggaran Penciapatan clan Belanja Daerah Tahun AngS;aran
)(\ )').

20. Peraturan L)aerah Kabupaten Halmatrera Barat Nomor 2 Tahun 2{}}.'2

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupnti Haimahera Barat Nornor 2 Tahun '242'), tentartg

Penjabaran Arrggaran Pendapatan dan Beianja l)aerah Tahun Anggaran
20)2:

22. Peraturan Bupat-i Halmahera }Sarat Nomor 20 Tahun 202i tentang
Perrrbahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera llarat N*tnor 10
Tahun 2tll6 tentang Str-uktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupatetr
I{almahera Barat;



Menetapkan

1UEMUTUSKA.tr :

: PER,{TURAN BUPAT] TtrNTANG PtrDOMAN PtrNGELOLAAN BBLANJA
TIDAK TERDUGA DI KABUPATtrN HALMA}"ItrRA BARAT

BAB I
KETESTUAT UMUM

Pasal 1

Ilalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintatr Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rallcangan keuangan tahunan Pemerintatr Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang
bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepa1a Daerah dalam rangka
penYusunan APBD.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewqjihran Daerah clalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengal uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat clijadikan milik Daerah trerhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebu.

7 " Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selar,jutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di tingkungarl Pemerintah Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yarrg seianjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai BUD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
rrembayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungfawabkan uang untuk keperluan
tselanja f)aerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang seianjutnya disebut SKPD teknis
terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar
biasa.

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggrl
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkab, traik oleh factor alam/factar
non alam maupun faktor manusia setringga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
matrusia, kemsakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah Lrencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau seralgkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain bempa gempa bumi, tsunami, gunurlg
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksalbenda-
benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena factor atram.

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa norr alam yang antara lain berupa gagal konstruksilteknologi, gagal
modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemarerr
lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

16. Bencana sosial adaiah bencana ya{Lg diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang metriputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan terror.

17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau
kematian yang bermakna seca-ra Epidemi Logis pada suatu daerah daiam kurun waktu
terteatu.
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18. Keadaan LJarurat Ber:cana adalah suatu keaclaan yang riitetapkan oleh pemerintah
untuk jangka rvaktu lertentu atas rlasar rekomendasi SKtsD -yang diberj tugas untuk
menanggulangi bencErna yatg dimuiai sejak status siaga darurat, tanggap darurat clan
transisi rlarurat kepemutrihan.

19- Siaga Darurat Bencana adalah suatu keatlaan terdapat potensi bencana, _yang
rnempakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuann-va didasarkan r-rtas hasil
iremantauan van8 akurat oleh instansi vang benn'enang dan juga merrpert-imbangkan
konclisi nvata/darnpak yang te{adi di masvarakat.

20. Tanggap l)arurat llencana adalah serangkaian kegiatan _vang rlilakukan ciengan srgera
pada serat kejadian bencana unhrk menarigani dampak Lruruk .vang ditimltulk&fi, 

-1rs11gmeliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korbran, harla benda, pernenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatarr, serl*:
pemulihan prasara.na dan sarana.

21. Status Keadaan l)arur:at Bencana atlaiah suatu kearlaan yang rlitetapkan olctr
pernerintah untuk jangka raraktu tertentu atas rlasar rekornendasi SKpD 3-ailg tiiberi
tllgas untuk menanggulangi bencana.

?2. Status Transisi Darurat Kepemlrlihan aelaiah keadaan tliurana penanganan clarurat
bersifat sernentara/pernanen {berdasarkan kajian teknis dari instansi vang berwenang}
rlengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonorni rnasyarakCt
segera berfungsi, yang dilakukan se-jak berlangsungnya tanggap <larurat sarnpai ciengan
tahap rehatrilitasi rlan rekonstruksi dirnulai.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pernulihan semua aspek peiavanan pubtik atau
masYarakat sampai tingkat yang mem*rdai pada rnilayah pasca bencana rlengan sasaran
utama untuk norrnalisasi atau berjalann_ya secal'a rr,-ajur semua aspek pemerintahar:
tlan kehidupan masyarakat pada u.ila-yah pasca bencana.

24. Keperinan mendesak adalah keperluan yang apabila rlitr:mla ak:rn menimbllkar:
kerugian yang lebih besar bagi perirerintah daerah dan masyarakat.

25. Rencana Kebutuhan belanja )'ang selanjutnva disingkat RKts adalah rencana kebutuhar:
belanja untuk kebutuhan tanggap t{amrat bencana._!,ang rliajukan olelr SKPIf terkait.
Rencana Anggaran Biaya yang selaniutnl,a disingkat RAIS adaiah rencaila ariggar€rn
bia_t'a .yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
Ilelanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja _varlg rligunakan
untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan clarurat termasuk kepertruan
mendesak yang tiriak dapat diprediksi sebeiumnl,a termasuk pengemLralian at.as
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnva serta untuk bantuaa
sosial -yang tidak dapat direnc:anakan seheluurnya.

BAB II
MAI(SUD DAST TUJI'AIV

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan
belanja tidak terduga yang trersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan clitetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terdilga Jvang
t:ersrlrnber dari APFiD dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel sesuai rlengarr
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUATTG LI1YGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
{1} Keadaan darurat yang meliputi :

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
tr. Pelaksanaan operasi pencarian dal pertolongan ; dan/atau
c. Kemsakan saranf prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan putriik"

'26.

27.



t2| Keperluan mendesak yang meliputi;
a' Ket-rutuhan daerah daiam rangka pr:layanan dasar rnas.yarakat yang anggarann-ya

belum tersedia daiam tahun anggaran trerjalan;
b. Belanja Daerah _yang bersifat mengikal. dan belanja yang bersifat r,r,ajib;

f . i3elanja Daerah yang bersifat rnengikat merupakan belanja yang d,ihr-rtuhka6
secara tr:rus menerus rian harus dialokasikan oleh petnerintah daerah rlengan
jr-rmlah .vang cukup untuk keperluan setiap bulan dalarn tahun ansgararl
berkenaan seperti:
a. Beianja pegar,a,"ai antara lain untuk pemba.lraran kekurangan gaji, tunjangan;

dan
b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik

dan internet.
'2. Belan-ia daerah yang bersifat w'ajih merupakan belanja untuk terjaminnl,a

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antala lairr
pendirlikan, kesehatan, inelaksanakan kewajihan kepada pihak ketiga,
kervajibar: perrlba5rs1sn pokok pinjaman, bunga pinjaman yang teiah jarr-rl:.
tempo, dan kewajiban lair:nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. Pengeluaran daerah yang berada rliluar kendali pemerintatr riaerah dan tirlak dapat
diprecliksi sebelumn3;'a, serta amanat peraturan pemndang-unctangan; rlan/atau

d. Pengeluaran daerah iaimya -vang apaLrila <litunda akan rneniilrtruikan kerugiau -yang
letrih besar bagi Pemerintah I)aerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
rlanfatau ticlak cukup tersedia anggarannya , cliforrnuiasikan terlebih rlahulu clalam
RltA, SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPII.
l3elanja untuk keadaan darurat dan keperluan rnendesak merupakan belanja Jrarig
kriterianya ditetapkan dalam Peraturan lJaerah tentang APtlD.
Pengembalian atas keletrihan penerimaan rlaerah tahun-tahun setrelumn3ra unti-rk
rnenganggarkan pengembahan atas keletrihan peffibay616n atas penerimaan claerah
yang bersilat tidak berulang J-ang teqarii pada tahun sebelumnya.
Bantuan sosial yang tidak clapat direncanakan setrelumnya clialokasikan untuk
ketrutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyllsuna-n
APBD -vang apabila ditunda penailgarlannya akr:n menim.bulkan resiko sosial -y-ang
lebih besar bagi individu danlatau keluarga yang bersangkutan.

BAB TV
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK ?ERDUGA

Pasal 5

Pengganggaran belanja tjdak terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, ottjek.
rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
Pengganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksr-rrl pada ayat {f}
dialokasikan pada DPA SKPKD.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak rnencukupi untuk mendanai keadaan darurat,
pernerintah daerah menggunakan :

a. clana clari hasil penjach.vnlan ulang capaian program: kegiatan, dan sub kegiatan
lainn-l'a serta pengeluaran pernbia-vaan dalarn tahun anggaran belanja; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang sebagaimaua rlimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan
terlebih dahulu dalarn perubahan DPA-SKPD.

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN BTT

Fasal 6

{1} 'lata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan
tahapan:
a. Bupatj menetapkan status tanggap dar-urat untuk bencana alam, bencana non alam.

bencana sosial ter:nasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan;
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b. berdasarkan penetapan status ta:rggap darurat oieh Bupati dan/atau dokumen lain
sesuai ketentuan Perundang-undangan, Kepala SKPD _vang rrembutuhkan sesuai
dengan tug:rs dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan l3elanja (RKB) kepada
IIPKD selaku BUD;

c. Lrerdasarkan RKB yang diajukan, PI']KI) selaku BUD mencairkan dana kebrituhan
beianja dirnaksud kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan t.ugas
dan fungsi, paling lambat 1 {satu} lmri kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

t21 Tata cara penggunaan BTT untrik mendanai keperluan mendesak dilakukan meialui
peigeseran anggaran dari belanja ticlak terrluga kepada belanja SKPDlLlnit SKPD.vang
mernbidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
a. dalam hal anggaran belum terseclia, pengsunaan RTT terlebih dahulu difor:nulasikan

dalam RKA-SKPD yang mernbirlangi keuangan claerah;
h. dalam ha1 anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu

cli{'ormulasikan dalam Perubahan IIPA- SKPD ; dan
c. RI{-A-SI(PD rlan/atau Perubahan IfPA-SKPD selragaimana dimaksurl dalam huruf a

dan huruf b rnen-jadi dasar de{am melakr.rkan perubz*-ran Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APED untuk selanjutnva clitarnpung dalarn Peraturan Daerah tentan.q
Pembahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran liagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

{3} Tata cara penggl}naan I3'IT yang rligunakan untuk rrendanai kebutuhan lailnva
sesuai dengan ketentuan perati-rran perundang-undangan diluar keadaan damrat rlan
keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :

a. dalam hal anggaran belum tersedia. penggunaan BTTter'lebih dahuiu rliforrnutrasikan
daiam RI(A-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

ir. dalaur hal anggararl belunr tercukupi, penggunaan B1'T terlebih clai:ulu
difcr-mulasikan dalam Perubahan DPA-SKPI) ; dan

c. RKI\-SKPD dan/atau Perubahan DPA-S}KPD sebagaimana dimaksud rlalarn hurul i:
dan huruf b menjadi dasar daiam melakukan perubahan Peraturan Bupati t.entang
Peniabaran APBD untuk seianjutnya rlitampung dalam Peraturan Daerah tentang
Peri-lbahan APBD atau riituangkan rlalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerinlah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah rnelakukan
perubahan APBD.

{4} 'l'ata cara penggunaan BTII "t"ang digr-rnakan untuk mendanai bantuan sosial _yailg tjdak
direncanakan sebelumnya clilakukan dengan tahapan :

a. Kepala SKPD mengajukan Reneana Ketrutuhan Belanja (RKB) paiing lama 1 isatu)
had kepada PPKII selaku RLIII;

b. PPKD selaku BUD meiakukan veri{ikasi dan mencairkan }3eianja Tidak Terdugil
kepada Kepala SKPD terkait paling lama 1 {satu} hari terhitung sejak rliterimanva
RKB ciengan lengkap dan benar;

c. Pagu alokasi anggaran ],-arlg tidak dapat clirencanakan sebelumnya tidak melebiJri
pagu alokasi anggalan yang direncanakan.

BAB \II
MEKAilISME PENGAJI'AN BTT

Pasal 7

i1i Mekanisme Pengajuan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:
a" SKPD yang akan melaksanakan tanggap clarurat bencana, konflik sosial, danf atau

kejaclian luar biasa mengajukan permohonar: pellggunaan B1T kepada Bupati rlntuk
menrlapatka n persetuj uan;

b" apabila pengaiuan kepada Bupati sebagaimana dimaksr-ld dalam huruf a rnenclapat
persetujuan, maka SI{PD ,yang meiaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau
SKPI] yang rnenallgani kejarlian luar biasa mengajukan pencairan kepada PPKII
dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Beiar:ja {RKil);

r:. berdasarkan usulan seiragairnana t.ersebut parla huruf b, PPKII selaku BLID
nencairkan BTT paling iambat 1 {satu} hari kerja sejak diteriman-y*a permohonan
pencairan beserta lampirannya ; dan

d. pencairan clilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ket.iga atau TLi kr:parla
Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan trencana
atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa dan mengacu parla peraiuran
pemndang- undangan yarlg trerlaku.
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l.zt Mekanisme Pengajuan BTT untuk kr:perluan menclesak yang ireiurn dianggarkan
scbagai bcrikut:
a. SKPD mengajukan perunohonan perset rjuan penggunaan RTT kepada Bupati dengan

disertai kajian tentang kritelia keperluan rnendesak;
ir. berdasarkan perrnohonan SKPI), I3upati menetapkan Keputlrsan f3upati tentang

Persetu.juan Penggunaan BTT;
c. atas dasar Keputusan Bupati, Kepala SKPD teknis pengguna anggaran mengusulkan

}?encana Kebutuhan Belanja (RKB) kepacla PPKD selaku BUII <lan seli:.r:jutn_va
SKPKD melakukan pergeselan anggaran dari mata anggalall BTlli kepada trelan-ia
SKPD teknis sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan -Yang diperlukan;

d. pergeselall anggaran sebagaiurana dimaksurl huruf c, dilakukan r:leh PPKD selaku
RUD dan mendapat. persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahanr
Peraturan Bupati tentang Ilenjab*lran APBD;

e. daiam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD rlitetapkan.
penyesuaian terhadap Feratur:an l)aerah tentang APFIII dilakukan cialarn prrrses
penyusunan perutrahan APBD, apahiia penggunaan BTT dilakukan setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Bupat.i menJrampaikan dalam Laporan }tealisasi
Anggaran (LRA); dan

f. pencairan anggaran belanja keperluan rnenc{esak dilakuknn oleh SKPIJ "_yarrg
rnengajukan permohonan sesuai dengan mekanisrne pengelolaan keuangan daerah.

{3} Mekanisme Pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup setragai Lrerikut:
a. unit kerja/SKPD pengelola penerfunaan rnelnkukan verifikasi atas kebenaran klairn

yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelurnn-ya
yang teiah ditr"rtup, dengan dilampiri :

1. Surat permohonarr pengelnl:alian dari pernohon;
'2. Surat tanda setoran {STS) atau trukti sejenisnya;
3. Fotocop5r rekening bank atas nama pemohon klaim;
4. Ilukti-brikti lain yang sah.

b. berdasarkan hasd verilikasi tersetrut, unit kei,ja/SI{PD pengelola penerimaan
rnengaj r-ikan perrnohonan persetujuan penggunaan 13'lT kepada PPKD ;

c. berrlasarkan usulan sebagaimana rlimaksud dalnm huruf b, PPKD selaki-r BUi]
rnencairkan BTT; dan

r-1. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama hendahara
pengeiuaran SKPI] clan langsung ditransi"er ke rekening pernohon klaim.

{4} Mekanisme Pengajuan Bantuan sosial yang tidak dapat <lirencanakan sebelumn-va
dialakasikarr untuk kebutuhan akibat risiko sosiai ].,ang tidak dapat rliperkirakan
sehelumnya, sebagai berikut:
a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebrituhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satrr]

hari kepada IrPKD seiaku BLIIJ;
b. PPKII selaku BUD melakukan verjlikasi dan mencairkan BT'l kepada kepala SKPI)

paling lama 1 {satu} hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB VII
PERTAI{GGUIICrJAWABAN DAtr LAPORAN

Pasal I

t1) I{epala SKPD yang menggllnakan BTT, bertanggungiar.r.ilb secaia fisik dan keuangan
atas penggunaan BTT.

(2i Pertanggungjau,al:an atas penggllnaan BTT untuk dana keadaan darurat disampaikan
oleh SKPD -yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau SKPI]
yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melaiui PPKD, berupat laparan
realisasi penggunaan BTl'dilampiri dengan surat pertanggungjauratrern mutlak (SPTUM)
rlari kepala SKPD paiing lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sarnpai
clengan kegiatan tersebut selesai. Bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPif
niasing-masing.

{3} Pertanggungjar,vaban atas penggunaan BT"f untuk Lrelanja keperluan mendesak
dilnkukan oieh SKPD selaku penggrina anggaran atas belanja yang teiah djlakukar:
pergeseran angsaran dari Il1"T.

{4i Pertanggr,rngjarraban IJ1T untuk pengembalian penen'.maan tahun-tahul sebelulrll1-va
diiakukan oleh SKPKD selaku PPI{D, trerupa bukti transf-er keparla pemohon klaim.



(2)

{3}

':.

Pasal 9

Kepala SKPD pengguna BTT menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BTT
ien.gkap dengan l;aporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
PTIVGAUIASAN

Pasal 1O

il) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggr.rnaan Belanja Tidak
Terduga.
Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB I:(
KETEIT?UAIT PTRALIHAIT

Pasal 11

{1} Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ha-lmahera Barat
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Haknahera Barat
yang berlaku setreiumnya dinyatakan dicabut dan tidak beriaku 1agi.

t?l' Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan cliatur kemudian
oleh Bupati.

BAB X
KTTTNTTTAII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat"

Ditetapkan di
pacla tanggal trt ')*22
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Jailolo
3J
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